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NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

LEMBACA PEMASYARAKATAN KELASIIB ll'AIKABUBAK

DENGAN

DINAS KESEHATAN SUMBA BARAT

TENTANG

PELAKSANAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN RUIUKAN BACI

TAHANAN,NARAPIDANA DAN ANAK BINAAN PADA LEMBACA PEMASYARAК ATAN

KELAS IIB lVAlKABUBAK

Nonlor

Nomor

W22.PAS PAS.7‐ PK.05.01‐ 254

Dinkes.900/637/53.12/03/2023

PIHAK I dan PIHA( Il socara b€.sama-sama disebut P,4R-A PIHAK, sedangkan nasing-

masinepihakse.am terpisah disebutPlll?\K. Terlebih dahDlu PARA PIHAK mene.anskan l

YohanlsVarianto,A.ntd.lBs.fi.,selaku Kepala Lembaga Penasyarakar.nKelas IIB
waikabublk, be.kedudukan di lalan Adhyaksa xm.6 Kelunhan Diratana
Kecamatan Loli Kabupaten Snmba Barat, dalam hal ini berlindak untul( dan atas
nama Lembaga Pem.syarakatan (elas IIB Waikabubak,selanjutnyadi sebut PIrr(

2. Drg. Bonar Berna.ilus Sinaga, M,K.sSel.ku Kepala Dinas Kesehatan xabupaten

SuEba Ba.at, berkedndukan di Alamat ll.Wee Karou, Kclurahan Wee k.ou,
kcamatan Loli, Kabupaten sumba Bant, bertindak aras nama Dinas Xesehatan

v€bupaten sDmba Barat, untuk selanjutnya disebut PrtA( (rDU,l;

Pada ha.i ini, Senin Tanggal Tuiuh bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (o7-

oa'2o23), kamirzng bertandatangar di basah ini :



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ilak Asasi

2. Undang-UndangNomor36Tahun 2009tentangKesehatan;

3. Peraturan Peme.intah Republik Indonesia Nonor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerahi

4. Undang-Undang Republik Indonesia Noho. 22 Tahun 2022 rentang

5. Peraturao Pemerint h Nomo. 32 fahun 1999 te.tang syarat dan Tata Cara

Pclaksanah Hak Wa.ga Binaan Penasyarakatan;

6. Peraturan Peme.intah Republik lndoncsi. Notoor 58 Tahun 1999 tentangsyamt-

sya.at dan Tata cara Pelaksanaan Wewenans, Tugas dan Tanggxng lawab

PerawatanTahanan:

7. Peraturan Pemerint h Republik lndonesja Nomor 2a Tabun 2013 tentang (.rja

I Peraturan Menteri xesehatan Republik lDdonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang

Pedonan Pelaksanaa! Program Iamihan Kesehatan Nasionalj

9. Peraturan Menteri Keschatan Rcpublik Indonesia Nonro.4 Tahun 2019 tcntang

Stahdar Teknis Penunuhan Mutu Pelayana. Da$r Pad. Standa. Pelayanan

Minihal Bidans Kesehatanl

10 Pe.aturan Nienteri Hnkum da. HakAsasi Maiusia Rcpublik Indonesia Nonor30

Tahun 2013 tentang organjsasi dan Ta!. Kerja Kantor Wilayah Kementerian

Hukun dah HakAsasi Manusia:

11,Peratura. Menteri Hukum dan llakAsasi Manusia Republik Indonesia N.nor41
Tahu.2021tentan8 organisasi danTata (crja (ehentrian Hukun dan HakAsasi

12.kputusan Direktur lcnderal Pemasyarakatan Nomor: PAs 32.PK.01.07 Tahun

2016 tentang Stahd.r Pclayanan Dasa. Perawarnn &sehatan di Lapas, Rutan,

Bapas, LPKA/LPAS dan LPAs;

13. (eputusan Direktu. JendeEl Pemasyarakatan Nonor PAS-35.OT.02.02 Tahun

2013 tentang standar Perawat ! (csehatan Rur'ukan BagiNarapida.a, Tahanan

Dan Anak di UPT Pemasyarakatan.
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Dengan memperhatikan ketentuan scbagai berikut :



PASAL 1

LATAR BELAKANG

Latar belakang dilakukan Nota (esepakatan PARA PIHA( adalah untuk peningkltan

kualitas pelayanan kesehatan bagiTabanan, Narapidana danAnakBinaan pada L€nbasa

Pemasyarakatan Kol.s IlB waikabubak.

PASAL 2

MAKSUDDANTUJUAN

ll MaksuddariNota Kesepakatan ini adalah:

a. Scbagai ledoman bagj PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kualitas

pelayahan Kesehatanj

b. Untukmenyanakanpresepsi dan pemahan!h tehtangpelayanan kesehatanbagr

tahanan, narapidana dan anak binaan; dah

c. Mehberikan dukungan terhadap pelayaDan penyakit tidak menula., penyakit

nenular dan penrEkit lainnya.

2l lujuan dari Nota(esepakatan ini.dalah:

a. Mempe.oleh kcmudahah untuk nendapatkan perawatan dan pelayanan

kesehatan s€caraoptimal pada Lembaea Peh.syarakatan Kelas IIB wail@bubaki

b. Teeujudnya prcIesionalisne knerja PARA PIHA( dalafr Engka pelar?n.n

keschat n pada Lembaga Pemasyarakatan xelas I lB waikabubak
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14. Nota (csspakatan Antara Kantor wilayah Kement.ian Hukum dah Hak Asasi

Manusja Nusa Tenggara Timur dan Peaednta P.ovinsi Nusa Tenggara Tihur

Nomor Pem.415.4.43l1,/88/X/2022 dan Nomor w22.UM.01 .or '7374'tahtn 2022

tentans Pelaksanaan Peniigkat n Pelarznan xesehatan dan Rujukan Bad

Tahanan, Narapidana, danAnakBinaan Pada Lehbaga Pehasyarakotan, Lembaga

Pembinaan xhusus Anak/Lembaga PenitiFan lftusus Anak/ Lembaga Penitipan

AnakSomentaE, RumahTahanan Negara.li Wilayah Nusa Tenggara Timur

Sehubungan dengan hal-haltersebut di atas, PARI PI|IAI( telah be.sepakat..embuatdan

menandatansani pe.janjian keriasam.,yangdiatur dalam ketentuan sebagai berikut:
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しokasi Nota Kewpakatan PARA PIHAK paua Lembaga Pcmasyarakatan Ke]as ]∫ B

Waikabubak

PASAL 4

0BYEK

Obyek Not,Kesepakatan ini adalah Pe]ayanan Kesehatan dan Ru,ukan bagi Tahanan.

Narapidana dan Anak Binaan Pada Lembaga penias,ar8katal,Kelos[]Bヽ V.ikabubak

al Dukunsan pelayanan kesehatan basi narapida.a, tahanan dan anak binaan pada

Lembaga Pemasyarakatan xelas IIB waikabubak beruDa:

1. Pelayanan kesehatan tidak menular

2. Pelayanan kesehatanpenyakithc.ular;

3. Pelayanan kesehat!n lainnya.

bl Dc' rng\dl"n kapd. ra\ dr. ku 
' 

r. 
's '"nJBJ 

k".ph"r..
cl Dukungan penyediaan jaminan kesehatan bagi tahanan, nlrapidana dan anakbi.aan

pada Lembaga Pemasyarakatan Xelas IIB Waikabubak di Wilayah surnbaBarat.

d) Dnkungan Penyedian hsilitas pelayanan kesehat n di Lenbaga Penasyarakatan Kelas

llB waikabubak di Wilayah Sumba Ba.at

PASAL 6

TUCAS DAN TANGCUNG IAWAB

1l PIHAX I<ESATU mempu.yai tugas dan t6nggug jawab :

a. Memberikan dukungan pelayanan kcschatan yangoptimal pada kjlinikLembaga

Pemasyarakatan Kclas IIB wdikabubakj

b. Mengikut sertakrn petugrs keseh3bn Lehbaga P.masyarakat (clas IIB

Wa ikab u b ak da lan kegia tan p e laksa. aan pe nanggulanga n penyakit nenul a. dan

tidak henular serta kesehatan jiwa b€rupa pelatihan, supewisi, monitoring dan

evalu.si, validasi data sesuai kondisii dan

c. MembenkaD dukuncan dalam bentuk keterscdian da.a dan atau penyediaan

iaminan kesehatan bapiTahanan, Narapida. dah Anak Binaan.

PASAL 5

RUANG LINGKUP

Ruailg lil,glく up Not.Kesepal(atan ini meliputi:



PASAL 7

PELAKSANAAN

1l Nota ksepakatan ini berlaku selama 5 (Limal Tahu. sejak ditandataDgani PAR{

2l Dalan balsalahsatu pihakbemakud mcngubah, m€mlerpanjangatau mehsakhiri

Not xesepaiakan sebeluh janska waktu sebasaimaDa dinraksud pada ayat (rl
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2l PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tane:gung Fwab:
a. Menbe.ikan dukungan pelarznan kesehatan yang optimal pada kljnik yang

berada di Lapas klas llB waikabubak

b. Mendorong Lembaga Pehasyarakatan Kelas IIB Waikabubak di Sumba Barat

untuk menyiapkan, nerujuk dan hehgawasi Tahanan, Narapidana dan Anak

Binaan yang mendenta sakit;

c. Melalui Lehbaga Pemasyarakatan Kelas UB Waikabubak menjami keamanan

dan ketertiban fahanan, Nanpida.a dan Anak Binaani

d. Mendorong Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Waikabubak untuk membuat

pebporan pclaksanaah pelayanan kesehatan dan penggunaan fasillitas

kesehatan kepada PARA PIHAK; dan

e. Me.Cikutse.takan tenaga kesehatan dalam pelatihan yang diselehggarakan

oleh PAnA PIHAIC

c. M€nb€rikan dukungan dalam bentuk tetersediln dana dan atau penyediaan

jaminan kesehatan brgi Tahanan, Narapid!n dan An.k Binaan.

1) NotaKcsepakatan ini akan ditindaklanjuri dengah Rencana Xe.ja;

2) Rencana Keda sebasainana dimaksud pada ayat (11, untuk PIHAX KDSATU

penandatanganannya oleh pejabat pada Lembag: Pemasyarakatan xelas rlB

Waikabubak sesuai peraturan perundang-undangan dah PIHAK KEDUA

penaDdatangaDannya didelegasikan kepada pejabat pada peranekat dacrah terkait

lingku! peneri.tah d.erah Kabupaten Sumba Barar

PASALA

IANCI(A WAKTU



PASAL 11

IGADAAN (AHAR TTOPCE M,4,JEUNS]

1l Yans dimaksud dehgah keadaan kahar Gdanjutnya disebut 'Force Majeure"l adalah

suatu keadaan yanE terladinya diluar kemampuan, kcsalahan atau kolruasaan PARA

PIHAx dan menyebabkan PlHAx yang nrenEElaminya tidak dapat melalrranakan auu

terpaksa menunda Fcl.ksanaan kewajibannya dalanr nota kesepakatan ini. Fo..e

Majeureterscbuthcliputibencanaal!m,baniir,wabah,perang,penberontakan,huru

hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijal.s.naan pemerintahyangberpcngaruh

se.a.a Ianssuns te.hadaD pelaksanaan nota k4cpakatan in!.

2l D.lam halterjadinya peristiwa Force Nlajeu.e maka PlHAKyang rerhalans untuk

melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHA( yang

te.kena Force Majeurc wajib hcnb.ritahukan adanya peristiwa Force Majeure

tersebutkepada PltlARyane lain seca.a lerlulis palingl!mbat7 (Tujuhl harikalender

s.jaksaat teriadi peristiwa Force Majeu.e, yans dikuatkan oleh srmt keteransan dari

pejabat Fng beMenaDg menenngkan adanya pe.istiwa Force Majeu.e terscbur

PIHAI(yangtcrkena Force Maj.urewajib mengupayakansecaramaksnnal untuktetap

melalGanakan kewajlbahny! sebagainana diatur dalam nota kesepakatan ini segera

setelah peristiwa rorce Maleu.e be.akhir.
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wajib memberitahukan secam tertulis kepada pihak lain paling lanbat 3 (Tisal

PASAL 9

PEMBIAYAAN

segala bentuk biaya yang timbul scbrgai akibat dari pelaksanaan nota kes€patakan ini

dibebankaD kepada anegaran PARA PIHA( dan/atau berasaldari sumber-sumber lahr

yangsah da. tidak mengikatsesuai densan ketentuan pcrat!ran perundang-undang.n.

PASAL 10

PENYEI"ESAIAN Pf, RSELISIHAN

Dalam lal teaadi pe.bedaan penafsiran terhadap pelaksanaan nota kesepakatan jni akan

diselcsaikan oleh PAnA PIHAKsecara musyawa.ah mufakat.
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PASAし 12

ADDENDUM

Hal lainyangbelum ataubelum.ukup diaturdalam nota kesepakatan ininamum dianggap

penting oleh PARA PIHAK dapat diatur tersendiri dan ditudngkan d.lam bcntuk

Addchdum dan mcnjadibagian yangtidak terpisabkah dariho(a kesepakrtan ini.

Llemikian nota kesepatakan ini dibuat dan ditandatangani di waikabubaL pada hari dan

tanggal tersebut diatas dalam rangtiap 2 (Dual berm.teEi .ukup, masins-masins

mempunyai hukum yanA sama.
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